KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR   149 TAHUN 2001

TENTANG

PENJABARAN  TUGAS  POKOK  DAN  FUNGSI 

DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 42 Tahun 2000 Tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Kepariwisataan perlu menetapkan penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penjabaran tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;

Mengingat :      1.  Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan daerah Istimewa Yogyakarta;(Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1990,Tambahan Lembaran Negar Nomor 3427);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999  Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999  Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelanggaraan Negara yang bersih bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (lembaran Negara Tahun 1999  Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 (Berita Nrgara RI tanggal 14 agustus 1950);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonomi, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi perangkat daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor  28 tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 14 Tahun 2000);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor  42 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 29 Tahun 2000);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANTUL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;

5. Dinas Pariwisata adalah dinas Pariwisata kabupaten Bantul;

6. Kepala Dinas  adalah Kepala Dinas Pariwisata  Kabupaten Bantul;

7. Unit kerja adalah unit kerja di lingkungan Dinas Pariwisata  yang meliputi Bagian, Sub Dinas, sub Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

8. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untk menikmati abyek dan daya tarik wisata;

9. Pariwisata adalah  segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut;

10. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata;  

BAB II

PENJABARAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Bagian Tata Usaha

Pasal 2

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan umum , urusan keuangan, urusan perencanaan dan administrasi;

.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 2, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan urusan umum, surat-menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan;

b. Pengelolaaan urusan perencanaan;

c. Pengelolaaan keuangan;

d. Pelaksanan administrasi kepegawaian;.

Pasal 4
Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a.   Sub Bagian Umum;

b.   Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Perencanaan;

d. Sub Bagian Kepegawaian;

Pasal 5

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan serta melaksanakan urusan Rumah Tangga dan perlengkapan serta perpustakaan;

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi penyusunan anggaran , pembukuan, perbendaharaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan;

(3) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data kepariwisataan, penyusunan rencana dan pengembangan kepariwisataan serta penyusunan laporan kegiatan;

(4) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;

Bagian Kedua

Sub Dinas, Obyek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 6

Sub Dinas, Obyek dan daya Tarik Wisata  mempunyai  tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, perijinan dan menyiapkan bahan kerjasama bidang pariwisata serta pemantauan obyek dan daya tarik wisata..

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 7, Sub Dinas, Obyek dan daya Tarik Wisata  mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata;

b. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan atraksi wisata;

c. Pelaksanaan pengawasan, pengendalain teknis, evaluasi kegiatan obyek dan daya tarik wisata serta atraksi wisata;

d. Penyiapan bahan kerjasama di bidang kepariwisataan. 

Pasal 8

Sub Dinas, Obyek dan daya Tarik Wisata  terdiri dari :

a. Seksi obyek wisata;

b. Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum;

c. Seksi atraksi Wisata;

Pasal  9

(1) Seksi obyek wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan pembinaan obyek wisata, pengembanagn dan pemantauan obyek wisata;

(2) Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum mempunyai tugas melakukan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan tempat-tempat rekreasi dan hiburan umum serta menginventarisasi tempat-tempat rekreasidan hiburan umum;
(3) Seksi atraksi Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan atraksi wisata, menyelenggarakan atraksi wisata, menyiapkan bahan kerjasama serta melakuakn pemantauan kegiatan atraksi wisata;
Bagian Ketiga

Sub Dinas Sarana Wisata

Pasal 10

Sub dinas Sarana Wisata mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengembangan dan perijinan serta pemantauan sarana wisata yang meliputi akomodasi dan fasilitas wisata serta usaha wisata.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10 Sub dinas Sarana Wisata mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha wisata dan perkemahan;

b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha akomodasi dan fasilitas wisata;

c. Penerbitan perijinan bidang kepariwisataan;

d. Penyelenggaraan pemeliharaan sarana wisata;

e. Pengawasan dan pengendalian teknis dan evaluasi di bidang sarana wasata;

Pasal 12

Sub Dinas Pariwisata terdiri dari :

a. Seksi Akomodasi dan Fasilitas Wisata;

b. Seksi Usaha Wisata;

c. Seksi Perijinan Kepariwisataan;

Pasal 13

(1) Seksi Akomodasi dan Fasilitas Wisata mempunyai menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis akomodasi , rumah makan dan restoran, pemberian rekomendasi untuk turis serta melakukan bimbingan teknis pemeliharaan dan pemanfaatan fasilitas wisata;

(2) Seksi Usaha Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan usaha wisata pada obyek wisata dab kawasan wisata;

(3) Seksi Perijinan Kepariwisataan mempunyai tugas memeriksa permohonan ijin memberi petunjuk kepada pemohon bimbingan teknis peninjauan lokasi meneliti dan yang lain sesuai sesuai uraian memproses penerbitan perijinan di bidang pariwisata;

Bagian Keempat

Sub Dinas Pemasaran dan Penyuluhan Wisata

Pasal 14

Sub Dinas Pemasaran dan Penyuluhan Wisata mempunyai tugas melaksanakan pembinaan , bimbingan teknis, pengawasan, pengendalian teknis bidang pemasarandan penyuluhan wisata.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 14, Sub Dinas Pemasaran dan Penyuluhan Wisata mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan promosi dan pemasaran wisata;

b. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat;

c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan aparat pengelola pariwisata;

d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, sosialisasi peraturan /  ketentuan-ketentuan bidang Pariwisata; 

Pasal 16

Sub Dinas Pemasaran dan Penyuluhan Wisata terdiri dari :

a. Seksi Promosi Wisata;

b. Seksi Pelayanan Informasi;

c. Seksi Bimbingan Wisata;

Pasal 17

(1) Seksi Promosi Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan promosi dan pemasaran pariwisata, seni dan budaya;

(2) Seksi Pelayanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi wisata;

(3) Seksi Bimbingan Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan wisata;

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu kepala kantor dalam bidang tertentu sesuai bidang keahliannya;
(2) Kelompok jabatan funsional terdiri dari sejumlah petugas dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
(3) Jumlah petugas jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
(4) Pembinaan terhabap petugas jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku;
BAB III

URAIAN TUGAS

Pasal 19

Uraian tugas masing-masing Unit kerja diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Semua ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Keputusan ini diadakan penyesuaian.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.










       Ditetapkan di Bantul










       Pada tanggal 8 Mei 2001











BUPATI BANTUL,










          M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul

Pada tanggal 21 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,






A S H A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

SERI D NOMOR 29 TAHUN 2001

